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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intenal Terhadap Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara di nilai dari keakuratan Pencatatan PNBP, 

kepatuhan pengelolaan PNBP dan tingkat keefektipan kebijakan PNBP dapat dilihat 

pada table dibawah ini: 

Table 5. kesimpulan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara 
Tahun 2012-2014 

 

No. 
Indikator 
Penelitian 

Hasil Penelitian Penyebab 

1. Keakuratan 
pencatatan PNBP 

- Terdapat kekurangan tarif 
pungut pelayanan PNBP   

- Kurang telitinya petugas loket dalam 
menetapkan tarif 

2. Kepatuhan 
pengelolaan PNBP 

- Keterlambatan penyetoran 
PNBP oleh Bendahara 
Penerimaan tahun 2012 dan 
2013. 

- Penggunaan anggaran untuk 
kegiatan operasional layanan 
hanya berdasarkan jumlah 
penerimaan yang seharunya 
berdasarkan jumlah pekerjaan 
yang telah selesai. 

- Kurang pahamnya bendahara 
penerimaan tentang Peraturan yang 
berlaku 

- Kurang pahamnya bendahara 
pengeluaran tentang ketentuan 
penggunaan anggaran operasional 
layanan pertanahan. 

3. Tingkat kefektipan 
Kebijakan PNBP 

- Realisasi penerimaan selama 
tahun 2012 s/d 2014 masih 
dibawah target 

- Realsiasi belanja anggaran 
sumber dana PNBP  cenderung 
menurun selama tahun 2012 
s/d 2014 
 

- Kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya pengurusan hak atas 
tanah yang dikuasainya masih 
rendah, serta kondisi sosial ekonomi 
masyarakat yang belum 
mendukung. 

- Realisasi belanja sumber dana 
PNBP sangat tergantung pada 
realisasi penerimaan 
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5.2 Saran 

 Dengan memperhatikan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran 

yakni: 

1. Dari segi keakuratan pencatatan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo 

Utara hendaknya lebih menambah pengetahuan mengenai aturan-aturan 

keuangan yang berlaku, sehingga kekurangan tarif  pungutan tidak terjadi lagi.  

2. Tingkat kepatuhan pengelolaan bendahara penerimaan dan bendaraha 

pengeluaran lebih ditingkatkan dimana dalam melakukan penyetoran ke kas 

negara sesuai dengan aturan yakni seminggu sekali agar tidak terjadi 

pembengkakan saldo kas di tangan bendahara penerimaan. Serta pengunaan 

angggaran operasional pelayanan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah selesai 

dibuktikan dengan berita acara penyelesaian pekerjaan. 

3. Keefektifan kebijakan diharapkan lebih dioptimalkan bukan saja melalui 

peningkatan kinerja pencapaian target, melainkan juga dalam penyusunan 

perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan hanya 

dilakukan secara terpusat oleh kantor wilayah tetapi  dengan melibatkan satuan-

satuan kerja yang ada di daerah (bottom up system), sehingga anggaran yang 

tertuang dalam rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan yang ada pada satuan kerja tersebut.   
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